
BUPATI MUARA ENIM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

IZIN USAHA PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

BUPATI MUARA ENIM,

bahwa perkebunan mempunyai peralan penting dan strategis

dalam pembangunal nasional, terutama dalam meningkatkal

kemal<muran dan kesejahteraan ra.lqrat secara terencana, terbuka,

terpadu, profesional dan bertanggung jawab;

bahwa dalan rangka memberikan arah, pedoman dan alat kendali

perlu dilakukan pengembangan perkebunan yang dilaksana}an

berdasarkan kultur teknis perkebunan dalam kerangka pengelolaan

yang mempunyai manfaat ekonomi terhadap sumber daya alam

yalg berkelanj utan;

bahwa untuk memelihara dan menjaga sumber daya alam yang

berkelanjutan tersebut, maka setiap orarg atau badan yang

melakukan kegiatan usaha perkebunan wajib memiliki izin;

balwa berdasarkal pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah

tentang Izin Usaha Perkebunan.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1959 tentang Pembentukar

Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatal (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan

l,€mbarar Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

Mengingat

b.

c-

d.

: l.

2.
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Undang-Undang Nomor 23 Tah.urr 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Irmbamn Negara Republik Indonesia Taiun 2014 Nomor

244, Ta:li,baltan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diuba-h beberapa ka-li terathir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 tal1.uir. 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

Undang-Undalg Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahai Daerah (Lembaran

Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor

6041);

Peraturan Menteri Pertanian Nomor g8/Permentar/ OT' 14O

l9l2o1g tentarrg Pedoman Pervir.at Usaha Perkebunan (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 118O) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terathir dengan Peraturan Menteri

Pertanian Nomor 2llPermentan/KB .47O 1612017 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor

g8/Permentan I OI. 14O I 9 I 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha

Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor

79$;

4.

5.

7. Peratnran Daerah Nomor 2 tf,.lr|ur. 2016 tentang Pembentukan dan

SusunaJr Perangkat Daerah (kmbaran Daerah Kabupaten Muara

Dnim Tahun 2016 Nomor 2);

Dengan Persetr.tuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

6.

dan

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN DAEMH TENTANG IZIN USAHA PERKEBUNAN.Menetapkan
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yalg dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.

4. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut PrSP

adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non

perizinan yang mendapatlan pendelegasian atau pelimpahan

wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan

perbinan dan non perizina;l yang proses pengelolaannya dimulai

dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen

yang diJakukar dalafn satu rempar.

5. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya a1am,

sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya,

panen, pengolahan dan pemasaran terkait tanarnall perkebunal.

6. Usaha Perkebunan adalal Usaha yang menghasilkan barang

dan/atau jasa perkebunan.

7. Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan adalah serangkaian

kegiatan pengusahaan tanaman perkebunan yalrg meliputi kegitan

pra-tarlam, penanarnat, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan

sortasi termasuk perubahaa jenis tanaman, dan diversihkasi

tanamaIr.

8. Unit pengolahan hasil perkebunan yang selanjutnya disebut Usaha

Industri Pengolahal Hasil Perkebunal adalah serangkaian kegiatan

penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil

tanarnarl perkebunal yang ditujukal untuk mencapai nilai tambah

yang lebih tinggi dan memperpanjang daya simpar.

9. Usaha Perkebunan yang terintegrasi adalah Usaha Budidaya

Tanaman Kelapa Sawit dengan luas 1.000 Ha atau lebih, Teh

dengan luas 24O Ha ata.u lebih, dan Tebu dengan luas 2.000 Ha

atau lebih yang wajib terintegrasi dalam hubungan dengan usaha

Industri Pengolahan Hasil Perkebunan, Usaha Industri Pengolahan

Hasil Perkebunan wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang

berlaku selama perusahaan masih melaksanakan kegiatan sesuai

dengan baku teknis dan peraturan perundang-undangan.
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10. Unit Pengolahan Hasil Perkebunan selanjutnya disebut Usaha

Industri Pengolahan Hasil Perkebunan adalah serangkaian kegiatan

penanganan dan pemprosesan yang di lakukan terhadap hasil

tanaman perkebunal yang ditqjukan untuk mencapai nilai tambah

vang lebih tinggi dan memperpanjang daya simpan.

11. Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dar.lata:u perusahaan

perkebunan yarrg mengelola usaha perkebunan.

12. Pekebun adalah orang perseorangan Warga Negara lndonesia yang

melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai

skala tertentu.

13. Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum

didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di lndonesia

yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu'

14. Kelompok (groupl Perusahaan Perkebunal adalah kumpulan oraag

atau badan usaha perkebunan yang satu sama lain mempunyai

kaitan dalam hal kepemilikan ,kepengurusan, dan/atau hubungan

keuangan.

15. Skala Tertentu adalah skala usaha perkebunan yarg didasarkan

pada luasan lahan usaha, jenis tanaman, teknologi, tenaga keda,

modal dan/atau kapasitas pabrik ya:rlg diwajibkai memiliki izin

usaha.

I6.lzin lJsaha Perkebunan untuk Budidaya yang selarjutnya disebut

IUP-B adalal izin tertulis da.ri Pejabat yang berwenang darr wqjib

dimiliki oleh perusahaal perkebunan yang melakukan usaha

budidaya perkebunan.

I7.lzin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan yang selanjutnya disebut

IUP-P adalal izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dal wqjib

dimiliki oleh perusahaal perkebunan yang melakukan usaha

industri pengolahaa hasil perkebunan.

l8.Izin Usaha Perkebunal yang selanjutnya disebut IUP adalah izin

tertulis dari Pejabat yang berwenang darl wqjib dimiliki oleh

perusahaan perkebunan yang melakukal usaha budidaya

perkebunan darr terintegrasi dengan usaha industri pengolahan

hasil perkebunan.

19. Surat Tanda Dafta,r Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang

selanjutnya disebut STD-B adalah keterangan budidaya yang

diberikal kepada Pekebun.
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20. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunal untuk Industri Pengolaharr

Hasil Perkebunan yang selanjutnya disebut STD-P adalah keterangan

industri yarrg diberikan kepada pekebun.

2 1. Perusahaan Inti Rakyat - Perkebunan selanjutnya disebut PIR-BUN

adalah pola pelaksanaan pembangunan p€rkebunan dengan

menggunakan perkebunan besar sebagai inti yang membartu dafl

membimbing perkebunan rakyat di sekitamya berupa plasma

dalam suatu sistem kerjasama yang saling menguntungkan, utuh

dan berkesinambungan.

22. Per1usa}l.aa1] Inti Rakyat - Transmigrasi selanjutnya disebut PIR-

TRANS adalah pola pelaksanaan pembangunan perkebunan dengarr

menggunakan perkebunan besar sebagai inti yang membantu dan

membimbing perkebunan rakyat di sekitarnya sebagai plasma

dalam suatu sistem kerjasama yang saling menguntungkan, utuh

dan berkesinambungan yang dikaitkan dengan program

transmigrasi.

23. Perusahaal Inti Rakyat - Kredit Koperasi Primer untuk Anggota

selanjutnya disebut PIR-KKPA adalah pola PIR yang mendapat

fasilitas kredit kepada koperasi primer untuk anggota.

Pasal 2

lzin Usaha Perkebunan diselenggarakan berdasarkan asas manfaat

dan berkelanjutal, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan serta

berkeadilarr dalam rangka pemberian pelayalan peizinar. dan

pelaksanaan kegiatan Usaha Perkebunan.

Izin Usaha Perkebunan bertujuan untuk memberikan perlindungan,

pemberdayaan pelaku Usaha Perkebunan secara berkeadilan dan

memberikan kepastial dalam Usaha Perkebunan.

(1)

(2)

BAB II

.IENIS DAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN SERTA KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Jenis lzin Usaha Perkebunan

Pasal 3

Jenis Usaha Perkebunan terdiri atas :

a. Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan;

b. Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan; dart
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c. Usaha Perkebunan yang terintergrasi antara budidaya dengan

Industri pengelolaan hasil perkebunan.

Bagian Kedua
Perizinan Usaha Perkebunan

Pasal 4

(1) Setiap Orang atau badan yang melakukan usaha budi daya

tanaman Perkebunan dengan luas kuraig dari 25 (dua puluh lima)

hektar dilakuka! Pendaftaran oleh Bupati atau Pejabat yang

ditunjuk.

(21 Pendaltarcr\ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk STD-B

dan STD-P.

(3) Masa berlaku Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

selama usaha tersebut dilaksanakan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendafta-ran sebagaimana

dimalcsud ayat {1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(5) STD-B dan STD-P sebagaimana dimaksud ayat (2) diterbitkan

sesuai format sebagaimala tercanturn dalam l,ampiran I dan II
yang merupakan bagian tidak terpisahkan daJi Peraturan Daerah

ini.

Pasal 5

(1) Izin Usaha Perkebunan terdiri atas IUP-B, IUP-Pdan IUP.

(2) IUP-B, IUP-P, atau IUP berlaku selama perusahaan masih

melal<sanal<an kegiatan sesuai dengan baku teknis dan peraturan

perundalg-undalgan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai IUP-B, IUP-P dan IUP

dilaksanal<an sesuai dengan ketentuan peraturan perundang

undangal.

(4) IUP-B, IUP-P dart IUP sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan
sesuai format sebagaimana tercarltum dalam l,ampiran III, IV dan V

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daeralr

ini.

Pasal 6

Setiap Orang atau badan yang melakukan usaha budi daya tanaman

Perkebunan dengar luas 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih wajib

memiliki IUP-B-
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(1)

l2l

Pasal7

IUP-P, IUP-B, dan IUP Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan dengan

luas 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih yang lokasi lahan budidaya

dan atau sumber bahan baku berada dalam daerah diberikan oleh

Bupati.

Pasal 8

Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan kelapa sawit, teh darr

tebu dengan kapasitas sarna atau melebihi kapasitas paling rendal
unit pengolahan hasil perkebunan sebagaimana tercantum dalam

Lampiran VI yang merupakan bagial tidak terpisahkan dari Peraturan

Daerah ini, wajib memiliki IUP-P.

Pasal I

Usaha Budidaya Tanaman kelapa sawit dengan luas 1.0OO hektar

atau lebih, teh dengan luas 240 hektar atau lebih, dan tebu dengan

luas 2.O0O hektar atau lebih, wajib terintegrasi dalam hubungal

dengan Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan.

Usaha Budidaya Talaman Perkebunan yang terintegrasi dengan

Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki IUP.

Pasal 10

(1) Usaha lndustri Pengolahan Hasil Perkebunan untuk mendapatkan

IUP-P sebagaimana dimaksud daiam Pasal 8, harus memenuhi

sekurang-kurangnya 2Oo/o (dua puluh per seratus) dari keseluruhan

bahan baku yarg dibutuhkan berasal dari kebun yang diusahakan

sendiri dan kekurangannya wajib dipenuhi melalui kemitraan

pengolahan berkelanjutan.

(2) Ketentuan mengenai perhitungan bahar baku yang dibutuhkan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan

peraturan perundarlg-undangan.

Pasal 1 1

Kebun yang diusahakan sendiri sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10 ayat (1) dapat diperoleh dari hak milik atas tanah

Pekebun, hak guna usaha, dan/atau hal< pakai.

Kebun yang diusahakan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ha.rus tercantum dalam IUP-P.

(1)

(2)
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(1)

(21

(1)

(21

(3)

(1)

(2)

Pasal 12

Kebun yang diperoleh dari hak milik atas tanah Pekebun

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dapat dilakukan

dengan sewa atau sesuai dengan kesepakatan antara Pekebun dan

perusahaan industri pengolahan hasil Perkebunart.

Kebun yang diperoleh dari hak guna usaha dan/atau hak palai

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan sesuai

denga-n ketentuan peraturar perundaag-undangalr.

pasal 13

Kebun yang diusahakan sendiri sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10 ayat (1) harus dilakukan kegiatan usaha budidaya

tanaman perkebunan sendiri oleh perusahaan industd pengolahan

hasil Perkebunan.

Kegiatan usaha budidaya tanaman perkebunan sebagaimala

dimaksud pada ayat (1) merupakan serangkaian kegiatan

pratanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemalenan, dan

sortasi.

Dalam hal kebun yalg diusahakan sendiri sebagaimana dimaksud

daiam Pasal 10 ayat (1) telah terbangun, perusahaan industri
pengolahan hasil Perkebunan melanjutkan pemeliharaan tanaman

sesuai dengal baku teknis.

Pasal 14

Kebun yang diusahakan sendiri diperoteh dari hak milik atas tanah

Pekebun sebagaimara dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan

untuk jangka waku paling singkat 15 (lima belas) tahun dan dibuat

pe{anjian tertulis dengan bermaterai cukup.

Dalam hal perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir

darr tidak diperpanjang, IUP-P perusahaan industri pengolahan

hasil Perkebunan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

pasal 15

Kemitraan pengolahal berkelanjutan sebagaimala dinaksud dalam

Pasal 10 ayat (1) berasal dari kebun masyarakat dan/atau Perusahaan

Perkebunar lain yang belum melakukal ikatan kemitraan dengan

Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan.



-9-

Pasal 16

(1) Kemitraar pengolahan berkelanjutan dilakukan untuk menjamin

ketersediaan bahan baku, terbentuknya harga pasar yang wajar,

dan terwujudnya peningkatan nilai tambah secara berkelanjutan

bagi Pekebun.

{2) Kemitraan pengolahan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan dalam bentuk pedanjian tertulis dan bermaterai

cukup untuk jangka waktu paling singkat 10 (sepuluh) tahun sesuai

format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Isi perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau

kembali paling singkat setiap 2 (dua) tahun sesuai dengan

kesepakatan.

Pasal 17

(1) Perusahaan Perkebunan yang mengajukan IUP-B atau IUP dengan

luas 250 (dua ratus lima puluh) hektar atau lebih, berkewajiban

memfasilitasi pembalgunan kebul masyarakat sekitar dengan

luasal paling kurang 20% (dua puluh per seratus) dari luas areal

IUP-B atau IUP.

(2) Kebun masyarakat yarrg difasilitasi pembangunannya sebagaimana

dimalsud pada ayat (1) berada di luar areal IUP-B atau IUP.

(3) Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) me mpertimbangkan:

a. ketersediaan lahal;
b, jumlah keluarga masyarakat sekitar yarlg layak sebagai peserta;

dart

c. kesepakatan antara Perusahaan Perkebunan dengan

masyarakat sekitar dan diketahui Kepala Perangkat Daerah

yang membidangi Perkebunan.

(4) Masyarakat sekitar yalg layak sebagai Peserta sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) adalah :

a. masyarakat yallg lahannya digunakan untuk pengembangan

perkebunan dan berpenghasilan rendah sesuai peraturan

perundarlg-undangan;

b. harus bertempat tinggal di sekitar lokasi IUP-B atau IUP; dan

c. sanggup melakukan Pengelolaan Kebun.
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(5) Masyarakat sekitar yang layak

dimaksud pada ayat {4) ditetapkan

dari camat setempat.

sebagai peserta sebagaimana

oleh Bupati berdasarkan usulal

(i)

(2)

(1)

(21

(3)

Pasal 18

Kewajiban memfasilitasi Pembangunan Kebun masyarakat sekitar

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan dengan

memanfaatkan kredit, bagi hasil dan/atau trentuk pendanaan lain

sesuai dengal kesepakatan dar Peraturan perundang-undangan.

Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekita-r

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan terhadap

badan hukum yang berbentuk koperasi.

Pasal 19

IUP-B sebagaimara dimaksud dalam Pasal 6, untuk I (satu)

Perusahaal atau Kelompok (Group) Perusahaan Perkebunan

diberikan dengan batas paling luas berdasarkan jenis tanaman

sebagaimana tercantum dalam l,arnpiran VIII yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), untuk I (satu)

Perusahaan atau Kelompok (Group) Perusahaan Perkebunan

diberikan dengan batas paling luas berdasarkan jenis tanarnan

seperti tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidat
terpisahkan dari IX Peraturan Daera-h ini.

Batas paling luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

tidak berlaku untuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik

Daerah, Koperasi dart Perusahaan Perkebunan dengan status

perseroan terbuka (go publiQ yang sebagian besar sahamnya

dimiliki oleh masyarakat.

(4) Batas paling luas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupalan
jumlah dari izin usaha perkebunan untuk 1 (satu) jenis tanalnan

perkebunarr.

Pasa.l 20

Unhrk usaha perkebunan berasal dari tanah hak ulayat masyarakat

hukum adat, mal€ sesuai peraturan perundalgan pemohon izin usaha

perkebunan wajib terlebih dahulu melakukan musyawarah dengan

masya.rakat hukum adat pemegang hak L ayat dan warga pcmegang
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kesepakat€n penYerahan

Bupati.
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bersangkutan, dituangkan dalam bentuk

tanah dan imbalannya dengan diketahui oleh

Pasal 21

Untuk permohonan IUP yang menggulakal tanaman hasil Rekayasa

Genetik harus memenuhi persya-ratan dan melampirkan Rekomendasi

Keamanan Hayati sesuai dengan ketentuan peraturan perundalg-

undanga.

Bagian Ketiga

Kemitraarl

Pasal22

(1) Kemitraan Usaha Perkebunal dilakukan a-nta'a Perusallaan

Perkebunan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar

perkebunan dilakukan secara tertulis dalam bentuk Perjartjiart

berdasarkan pada asas manfaat dan berkelaljutan yang saling

menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, dan

saling memPerkuat.

(2) Perjanjian Kemibaan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan paling singkat selama 4 (empat) tahun'

(3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

membebaskan kewqiiban memfasilitasi pembangunan kebun untuk

masyarakat sekital sebagaimana dimaksud dalam Pasa.l 17'

Pasal 23

Kemitraan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22

ayat (1) dilakukal melalui Pola Kerjasama sebagai berikut :

a. penyediaan sarala Produksi;

b. produksi;

c. pengolahan dan pemasaran;

d. transportasi;

e. operasional;

f. kepemilikan saham; dan/atau

g. jasa pendukung lainnya.
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BAE} III

PERUBAHAN LUAS LAHAN, JENIS TANAMAN,

DAN/ATAU PERUBAHAN KAPASITAS PENGOLAHAN,

SERTA DIVERSIFIKASI USAHA

Pasal 24

Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP-B atau IUP dan akan

melakukan perubahan luas lahan melalui perluasan atau

pengurangan, harus mendapat persetujuan dari Bupad.

pasal 25

Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP-B atau IUP dan akar
melalukan perubahan jenis ta.rrarnan harus mendapat persetujuan dari
Bupati.

Pasal 26

(1) Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP-P atau IUP dall akan

mel,akukan penarnbahan kapasitas industri pengolahan hasil

perkebunan, harus mendapat persetujuan dari Bupati.

(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan

apabila Penambahan Kapasitas lebih dari 30% (tiga puluh per

seratus) dari kapasitas yang telah diizinker.

Pasaf 27

(1) Perusahaan Perkebunan Jrang memiliki IUP-B atau IUP dan akan

melakukan Diversihkasi usaha, harus mendapat persetujuan dari
Bupati.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan luas lahan, jenis

tanaman, dan/atau perubahan kapasitas pengolahan, serta

diversilikasi usaha diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

KEWAJIBAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN

Pasal 28

(U Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki IUP-B, IUP-P dan IUP

mempunyai kewajiban sebagai berikut :
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a. memiliki sumber daya nanusia, sarana, prasarana dan sistem

pembukaan lahan tanpa bala-r serta pengendalian kebakaran;

b. menerapkan teknologi pembukaan lahan tanPa bakar dan

mengelola sumber daya alam secara lestari;

c- memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem

pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);

d. menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL),

atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya

Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-

undangan;

e. menyampaikan peta digital lokasi IUP-B atau IUP skala 1:10O 0O0

atau 1:5O.OOO (cetak peta dan frle elektronik) disertai dengan

koord.inat yang lengkap sesuai dengan peraturan perundalg-

undangan kepada Direktorat Jenderal yang membidangi

perkebunan dan Badan Informasi Geospasial (BlG);

f.memfasilitasi pembanguna-n kebun masyarakat bersamaan

dengan pembangunal kebun perusahaan dan pembangunan

kebun masyarakat diselesaikan paling lama dalam waktu 3 (tiga)

tahun;

g. melakukan kemitraan dengan Pekebun, karyawan darl

masyarcLat sekita-r;

h. melakukan penyelesaian proses perolehan hal< atas tanah sesuai

Peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan; serta

i. merealisasikal pembanguna.n kebun dan/atau industri

pengolaharl hasil perkebunan sesuai dengan studi kelayakan,

ba.ku teknis, dan peraturan perundang - undangan; dan

j. melaporkaa perkembangan Usaha Perkebunan kepada Bupati

secara berkala sedap 6 (enam) bulan sekali dengan tembusan

kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal Perketrunar

dan Gubernur.

{2) Apabila Perusaiaar melakukan Perubahar Kepemilikan dal

Kepengurusan, Perusahaan Perkebunal wajib melaporkan dengan

menyampaikan akte perubahan kepada Bupati paling lambat 2

(dua) bulan sejak tanggal perubahan dengan tembusan kepada

Menteri Pertanial melalui Direkhrr Jenderal.
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Pasal29

Perusahaan Perkebunan yang melakukan diversifikasi usaha
sebagaimana dimaksud datam Pasal 27 ayat ll), wajib menjamin
kelangsungan usaha pokok, menjaga kelestaria! fungsi lingkungar dan
keragaman sumber daya genetik serta mencegah berjangkitnya
organisme pengganggu tanaman.

pasal 30

Perusahaan Perkebunan wajib melal<saraka:r Tanggung Jawab Sosial

dan Lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangar.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan usaha
perkebunan dilakukan oleh Bupati.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimaaa dimaksud pada ayat (1)

dilakukan oleh Bupati dalam bentuk evaluasi kiaerja perusahaal
perkebunan dan penilaian usaha perkebunal.

(3) Evaluasi kinerja Perusahaan Perkebunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan paling kurang 6 (enam) bulan sekali melalui
Pemeriksaan Lapangan berdasarkan laporal perkembangan usaha
perkebunan.

(4) Penilaian usaha perkebunan sebagaimala dimaksud pada ayat (3)

dilakukan sesuai dengan pedoman penilaian usaha perkebunan.

pasal 32

(l) Bupati dalam menerbitkan IUP-B, lUp-B IUp, persetujuan

Perubahal Luas lahan, Persetujuan perubahar Jenis Tanaman,
Persetqiuan Penambahan Kapasitas Industri pengolahan Hasil
Perkebunan atau Persetqjuan Diversifikasi Usaha harus
menyampaikai tembusan kepada Menteri pertanian melalui
Direktur Jenderal dengan menggunakan media elektronik tercepat.

(2) IUP-B, IUP-P, IUP, Persetujuan perubaharl Luas Lahan, persetujuan

Perubahal Jenis Tanaman, persetqjuan penambahal Kapasitas
Industri Pengolaian Hasil Perkebunan dan persetujuan
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Diversifikasi Usaha yang diterima oleh perusahaan, selanjutnya di

copy untuk disampaikan kepada Menteri Pertanian melalui Direktur

Jenderal dengan menggunakal media elektronik tercepat.

Pasal 33

STD-B dan STD-P yang diterbitlan Bupati atau pejabat yang ditunjuk

dicatat dan dibuat Rekapitulasi serta dilaporkan paling kurarg 6

(enam) bulan sekali kepada Menteri Pertanian melalui Direktur

Jenderal dan gubemur.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

(1)

l2l

(3)

(41

Pasal 34

Dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya IUP-P,

perusahaan industri pengolahan hasil Perkebunan harus telah

mengusahakan kebun sendiri sebagaimana dimal<sud dalam

Pasal 10.

Dalam hal Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP-P atau IUP

melakukan kemitraan dalam pemenuhan kebutuhan bahal baku

yang mengakibatkan terganggunya kemitraan yang telah ada

sebagaimana dima&sud dalam Pasal 15, dikenakan sanksi

peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu

4 (empat) bulan untuk melakukan perbaikan.

Perusahaan industri pengolahan hasil Perkebunan yang tidak

memenuhi ketentuan sebagaimarra dimaksud pada ayat (l)
diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang

waktu 4 (empat) bulan untuk mengusahal<an kebun sendiri,

Apabila peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak

dipenuhi, IUP-P atau IUP dicabut dan hak atas tanah diusulkan

kepada instalsi yarlg berwenang atau pemilik untuk dibataikan.

Pasal 35

(1) Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh IUP-B, IUP-P, ruP,

Persetujuan Perubahan Luas Lahan, Persetqjuan Perubahan Jenis

Tanaman, Persetqjuan Penambahan Kapasitas Industri Pengolahan

Hasil Perkebunan atau Persetujuan Diversifikasi Usaha yang tidak

melaksanakan kewajiban sebagaimaaa dimaksud dalam Pasal 28
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huruf a, huruf c, hurrf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i

darr/ata.u huruI j dikenai sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali

masing-masing dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan.

Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh IUP-B' IUP-P, IUP

yang mengatihkan kepemilikar perusahaan, tidak melaporkan

perubahan kepemilikan dal kepengurusan Perusahaan Perkebunan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat l2l dikenakan sanksi

peringatan tertutis 3 (ti8a) kali masing-masing dalam tenggang

waktu 2 (dua) bulan.

Apabila peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan/atau ayat (2) tidak dipenuhi, IUP-B, IUP-P atau IUP dicabut

dan hal< atas tanah diusulkan kepada instansi yalg berwenang

untuk dibatalkan.

Pasal 36

Perusahaan Perkebunarr yang memperoleh IUP-B, IUP-P, IUP,

Persetujual Perubahan Luas l,ahan, Persetujuan Perr.rbahan Jenis

Tanaman, Persetujuan Penambahan Kapasitas Industri Pengolahan

Hasil Perkebunan atau Persetujuan Diversifrkasi Usaha yarlg tidak

melaksanakal kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf

b dar/atau huruf d, IUP-8, IUP-P atau IUP dicabut darl hak atas tanah

diusulkan kepada instansi yarrg berwenang untuk dibatalkan'

Pasal 37

Perusahaai Perkebunal yang telah mendapat persetujuan

diversilrkasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayal (11

tidat menjamin kelangsungan usaha pokok, menjaga kelestarian

lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah

berjangkitnya organisme pengganggu tanaman (OPT) sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 29 dikerraj sanksi peringatan tertulis 3 (tiga)

kali datam tenggang waktu 4 (empat) bulan untuk melakukan

perbaikan.

Dalam hal peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tidak dipenuhi, IUP-B atau IUP dicabut dan hak atas tanah

diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan'

(3)

(1)

(21
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Pasal 38

Perusahaan Perkebunan yang terbukti melakukan pelanggaran di

bidang Perkebrman setelah diberi peringatan, mal<a IUP-B atau IUP

perusahaan bersangkutan dicabut tanpa Peringatan dan hak atas

tanah diusulkan kepada instansi yarg berwenang untuk dibatalkan'

Pasal 39

Pengusulan pembatalan hak atas tanah kepada instansi yarrg

berwenang sebagaimala dimaksud dalam Pasat 34 ayal l2l' Pasal 35

ayat {3), Pasal 36 ayat (3), Pasal 37, Pasal 38 ayat (2), dilakukan oleh

Menteri atas usul Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Izin Usaha Perkebunan (IUP), Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan

(SPUP), Izin Tetap Usaha Budidaya Perkebunan (ITUBP), atau Izin

Tetap Usaha Industri Perkebunan (ITUIP), yang diterbitkan sebelum

peraturan ini diundangkar dinyatakan tetap berlaku.

Dalam hal terjadi pemekaral wilayah, izil usaha perkebunan yang

telah diterbitkan, dinyatakan tetap berlaku dan pembinaan

selanjutnya dilakukan oleh kabupaten/kota yang merupakan lokasi

kebun berada.

Apabila pemekaran wilayah mengakibatkal lokasi kebun berada

pada lintas kabupaten, maka pembinaal selanjutnya dilakukan

oleh provinsi.

Pasal 41

(1) Perusahaan Perkebunal yang telah memperoleh hak atas tanah,

belum memiliki lzin Tetap Usaha Budidaya Perkebunan (ITUBP),

Izin Tetap Usaha Industri Perkebunan (ITUIP), Surat Pendaftaran

Usaha Perkebunan (SPUP), atau Izin Usaha Perkebunan sebelum

Peraturan Daerah ini diundangkan, wajib memiliki IUP-B, IUP-P

atau IUP paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan

Daerah ini diundangkan.

(1)

(2)

(3)
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Untuk memperoleh IUP-B, IUP-P atau IUP sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) permohonan harus dilengkapi persyaratan:

a. Fotocopy sertifikat hak atas tanah;

b. Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan

terakhir yang telah terdaJtar di Kementerial Hukum dan Hak

Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan

pengurus dan bidang usaha perusahaan; dan

c. Hasil Penilaian Usaha Perkebunan.

Dalam hal perusahaan perkebunan tidak melalsanakan perolehan

IUP-B, IUP-P atau IUP daJam jangka waktu sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Gubernur atau Bupati sesuai kewenangal

mengusulkan pembatalan hak atas tanah kepada Direktur Jenderal

ultuk disampaikan kepada instansi yang berwenang di bidarg

pertanaha rr.

Pasal 42

Untuk Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP-P sebelum

Peraturan ini diundangkan, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun

harus telal memiliki kebun sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10.

Dalam ha.l lahan untuk pembangunan kebun sebagaimana

dima-ksud pada ayat (1) tidak tersedia, perusahaan perkebunal

wajib beke{asama dengan koperasi perkebunan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 12, pating lama 12 (dua belas)

bulan sejak peraturan ini diundangkan.

Usaha Industri Pengolahal Hasil Perkebunan yang tidak memenuhi

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2)

dikenai peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang

waktu 4 (empat) bulan untuk melaksanakan ketentuan.

Jika peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau

ayat (2) tidak dipenuhi, IUP-P dicabut dan hali atas tanah

diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan.

Pasal 43

Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP-B, IUP-P atau IUP sebelum

Peraturan ini diundangkan dan sudah melakukan pembangunan

kebun dan/atau Industri Pengolahan Hasil Perkebunan tanpa memiliki

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)
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hak atas tanah, dikenai peringatan untuk segera menyelesaikan hak

atas tanah sesuai peraturan perundang-undangan di bidang

pertanahan.

Pasal 44

Ketentuan sebagaimala dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) tidak

berlaku untuk Perusahaan Perkebunan yang memperoleh izin

usaha perkebunan sebelum tanggal 28 Februari 2007 dan telah

melal<ukan pola PIR-BUN, PIR-TRANS, PIR-KKPA, atau pola

ke{asama inti-plasma lainnya.

Perusahaan Perkebunan yang tidak melaksanakan pola PIR-BUN,

PIR-TRANS, PIR-KKPA, atau pola ke{asama inti-plasma lainnya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melakukan kegiatan

usaha produktif untuk masyarakat sekitar sesuai kondisi wilayah

setempat berdasarkan kesepakatan bersama antara Perusahaan

dengan masyarakat sekitar dan diketahui Gubernur atau Bupati

sesuai kewenangan.

(3) Usaha produktif sebagaimana dimal<sud pada ayat (2) merupal<an

kegiatan yang dapat menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat

sekitar.

Pasal 45

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) tidak

berlaku unhrk Perusahaan Perkebunan yang telah memperoleh hal<

atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.

(2) Perusahaan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib

melakukan kegiatan usaha produktif untuk masyarakat sekitar

sebagaimara dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2).

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah

Kabupaten Muara Enim Nomor 9 Tahun 2OO8 tentang Izin Usaha

Perkebunan (l,embarar Daerah Kabupaten Muaia Enim Tahun 2OO8

Nomor 9 Seri C) dicabut dan dinyatakan Lidak berlaku.
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Pasal4T

P€raturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggai diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan

Peratr.rran Daerah ini dengan Penempatan dalam l,embaran Daerah

Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 16 November 2018

BUPATI MUARA ENIM,

Dto

AHMAD YANI

Diundangkan di Muara Enim
Pada tansgal 16 November 2018

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MUARA ENIM,

Dto

- HASANUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2018 NOMOR 7

NOMOR REGISTER PERAruRAN DAERAH KABI.'PAIEN MUARA ENIM PROVINSI

SUMATERA SELATAN (6 t12l 2otal



IAMPIRAN I

PERATTJRAN DAERAH TABUPATEN MUARA EMM
NOMOR 7 TAHUN 2018
TETfTANG IZIN USAHA PERKEBUNAN

SURAT TANDA DAFTAR USAHA BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN (STD-B}
KABUPATEN MUARA ENIM
KECAMATAN -.._-._-._-.__.._.--.-

A. Keterangan Pe&ilik
1. Nama
2. Te6pat/ tanggal hhn
3. Nomor KfP
4. Alamat

B. Data Kebun
I.Kebun I

- Lokasi/Titik Koordinat kebun
{desa/ kecamatan)

- Status kepeEilikan lahan
- Nomor
- Luas areal
- Jenb tanamal
- Produksi per ha trxr tahun
- Asal Benih
- Jumlah Pohon
- Pola tanam
- Jcnfu Pupuk
- Mitia pengolahan
- Jcnis tanah
- Tahun tanam
- Usaha lain di lahan kebun

II. Kebun 2')
- Lokasi (desa/ kecamatrn)
- Status kepemilikan lahan
- Nomor
- Luae
- Jenis tanaman
- Produksi per ha per tahun
- Asal Benih/Bibit
- Jumlah Pohon
- PoLa TanaE
- Jenis Pupuk
- Mitra pengol€hen
- Jenh tansh
- T6Iun tanam
- Us6ia Lain di lahan kebun

III. ( dan seterusflya )

(sertipikat hak milik/ SKI/ girik/ scwa /... )

hektar

(monokultur/campuran dcogan tsnemsn...)

(mineral/ gambut/mineral+gambut)

(selupikat hak Eilik/ SKT/ girik/ sewa/...)

hektar

(monokultur/campuran dengan tanaman...)

(mineral/ gembut/mincrel+gambutl

STD-B ini tidak berlaku apabila terjadi perubehan terhadap informasi tersebut di atas,

Muara Enim, 2018

Bupati Muara Enim

BUPATI MUARA ENIM,

Dto

AHMAD YAM



LAMPIRAN II

PEMTI'RAN DAERAH XABUPATEN MUARA EMM
NOMOR 7 TAHUN 2O1A
TEI.ITANO IZIN USAHA PERKEBUNAN

SUMT TANDA DAFTAR USAHA USAIIA INDUSTRI PENGOIAHAN
HASIL PERKEBUNAN (STD.P)

KABUPATEN MUARA ENIM
KECAMATAN ......................

Nomor

A. Keterangan Pemilik
l. Nama
2. Tempat/ tanggd bnir
3. Nomor KTP
4. Alamat

B. Data Unit Pengolah

I.Unit Pengolaha I
1. Name
2. Lokasi
3. Ikpasitas Produlsi
4. J€nis bahan b6ku
5. Sumber bahan bal<u
6- Jenis Produksi
7. 'I\iuan Pasa.r

II. Unit Pengolah II
1. Nama
2. lokasi
3. Kapasitas Ploduksi
4. Jenis bahan baku
5. Sumber b€Ian baku
6. Jeni6 Produk.i
7. Ttrjuan Pasai

' ru. ( dan seterusnya )

(desa/ kecamatan/ kabupaten)
(terpasang/terpakai Eenurut satuan)
FBs/...........)
(desa/ kecamaton/kabupaten)
(cPo/......)

(de$a/kccadatatr/kabupaten)
(terpaoang/terpalai menurut satuan)

EBS/...........)
(desa/kecamatan/ kabupaten)
(cPo/......)

STD-B ini tidak berlaku apabila terjadi perub€ian terhadap informasi teraebut di atas.

Muara Enim, 2018

Bupati Muara Enim

BUPATI MUARA ENIM,

Dto

AHMAD YANI
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I,AMPIRAN III

PERATUMN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG IZIN USA]]A PERKEBUNAN

BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENTM
NOMOR: ....................

TENTANG

IZIN USAHA PERKEBUNAN UT.ITUK BUDIDAYA UUP-B)
Pr....................................

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATT MUARA ENIM

Menimbane

Mengingat

a. baiwa sesuai dengan permohonan Saudara Nomor ........ Tang9a1...........
perihal Permohonan Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya ( IUP-B )
PI................;

b. bahwa sesuai dengan persyaiatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Menteri Pertanian Nomor .....tentang Pedoman Perizinan Uaaha Perkebunan
telal memenuhi syarat untuk diberikan Izin Usaha Perkebunan Untuk
Budidaya (IUP-B);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan IUP-
B PI.... -........,dengan Keputusan Gubemur/ Bupati/ Walikota.....

dst

MEMUTUST\AN:

Memberikan tzin Us€ia Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) kepada Pt.
..,,..yan9 tela}l memenuhi persyaratan :

l. Prof Perusahaan meliputi Alrta Pendirian dan p€rubahan terakhir" yang
telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi
kepemilikan saham, susunan peDgurus dan bidang usaha perusahaan
tanggal... ... . .. . .. .;

2. Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor.................

3. Surat Izin Tempat Usal.a Nomor...-......tarlggal

4, Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan
Kabupaten Muara Ellim dari Bupati .......... Nomor ........... tanggal .........;*)

5. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan
ProvinsidariGubernur..........Nomor.............tanggal.........;**)

6. Izin lokasi dari Bupati yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi
dengan ska.la l:100.0OO atau 1:50.0OO (cetak peta dan file eleldrcnik)
sesuai dengan peraturat! perundang-undangan.;

7. Pertimbangan teknis ketersediaan laian dari dinas yang membidangl
kehutanan;**r)

8. Rencana kerja pembangunan kebun PT.......... ( termasuk rencana fasilitasi
pembangunan kebun Masyarakat Sekitsr );

9. Izin Lingkungan Bupat Nomor .............. tanggal...........;

1.
2.
3-

Menetapkan

I{ESATU
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10, Surat Pernyataan DireLtur P:I'..-.... tentang kesanggupan
untukl
a. memiliki sumber daya manudia, saiana, prasarana dan sistem untuk

melakukan pengendalien organisme penSSanggu tanaman (OPI);
b. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk

mela}ukan pembukaan lahan tanpa bakar scrta pengendalian
kebakaran;

c. memfasilitasi pembangunan kebun masyaraLat sekitar yang dilengkaPi
dengan rencana keia dan rencana pembiayaan; dan

d. melaksanakan keftitraan dengan pekebun, karyawan dan /atau
masyarakat sektar perkebunan.

11. Surat Pernyata€n dan PT. ,...-bahwa status Perusalaan Perkebunan
sebagai usaha mandiri atau bagian dari Kelompok (group) Perusahaan
Perkebunan belum menguasai Iahan melebihi batas paling luas yang
diatu! dalam Peratumn Menteri Pertanian tentang Pedoman Perizinan
Usaha Perkebunan.

Jenis tanaman yang diusaiakan dalam IUP-B adalah :KEDUA

KETIGA

1. Jenis Tanaman
2. Luas areal Netto

3. Irkasi
a. Desa
b. K€camatan
c. Xabupaten
d. Provinsi

4- Pmduksi diolah di

ha berdasarkan Izin Lokasi
Nomor ........tanggal ..........

PI.................wajib mentaati ketentuan sebagai berikut i

1. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem
pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;

2. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tenpa bakar dan mengelola
sumber dala alam secara lestari:

3. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem
pengendalian orgarisme pengganggu tanaman (OPT);

4. Menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan {AMDAL), atau
Upaya Peogelolaan Lingkungan [UKL) dan Upaya Pemantauan
Lingkungan (UPL) s6uai pemturan p€rundang-undangan;

5. Menyampaikan peta digital lokasi IUP-B atau IUP skala 1:100.000 atau
1:50.000 (cetak peta dan frle elektronik) disertai dengan koordinat yang
lengkap
scsuai dengan trrraturan pemndan8-undangan kepada Direkorat
Jenderal yang membidangi perkebunan dan Baden Idformasi Geospasial
(BIG);

6- Memfasilitasi pembangunan kebun masyaral<at bersamaan dengan
pembangunan kebun perusahaan dan pembangunan kebun masyarakat
diselesaikan paling lama dalam waldu 3 (tiga) tahun;

7. Melakukan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat
sekitar:; dan

8. Melaporkan perkembangan usaha perkebunan kepada pemberi izin
sccara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dengan tembusan kepada
Menteri Pertanian daLam hal ini Direktur Jenderal yang membidangi
pcrkebunan dan gubernur atau bupati/walikota.t***)

9. Menyelesaikan proses perolehan hak atas tanah sesuai peraturan
perundangundangan di bidang pertanahan;

10. Mcrealisasikan pembangunan kebun dan/atau unit pengolahan s€suai
dengan studi kelayakan, baku teknis, dan peraturan peru[dang-
undangan

Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya {IUP-B) berlaku seliama perusahaan
masrl melaksanakan kegiatannya sesuai dengan baku teknis dan perundang-
undangan.

KEEMPAT



I(ELIMA : Dalam hal Peruaahaan tidak meliaksanaksn kewajiban sebagaimana dimalsud
pada Diktum KETIGA, IUP-B dicabut.

KEENAM : Keputusan irri rnulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal,

BT'PATI MUARA ENIM

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

L Gubemur / Bupati / Walikoia ..,,..........;
2. Direktur Jenderal Perkebunan-

BUPATI MUARA ENIM,

Dto

AHMAD YANI
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I^AMPIRAN TV

PERAIURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 7 TAHUN 2O1A
TENTANG IZIN USAHA PERI(EBUNAN

BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI MUAM ENIM
NOMOR : ....................

TENTANG

IZIN USAHA PERKEBUNAN UNTUK PENGOLAHAN OUP-P)
Pr....................................

DENGAX MHMAT TUHAN YANG MAIIA ESA

BUPATI MUAM ENIM,

MenimbaJrg

Mengingat

a. baiwa sesuai dengan permohonan Saudara Nomor ........ Tan9ga1........,..
perihal Permohonan lzin Usaha Perkebunan Ufltuk Pengolahan ( IUP-P )
Pr................;

b. bahwa scsuai dengan perByaratan sch?g,inrana dirnaksud dalam Peraturan
Menteri Pertanian Nomor ..,..tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan
telah memenuhi syarat untuk diberikan Izin Usaha Perkebunan Untuk
Pengolahsi (IUP-P);

c. bahwa berdasarkan p€rtimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan IUP-P
Pf .............,den9an Keputusan Gubemur/Bupati;

l. ... _ . . . . . . . . , . . . . . . . . ;
2. .....................:
3. dst;

MEMUTUSMN:

Memberikan Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P) kepada
P'I'......yang telah memenuhi persyaratan :

1. Profll Perusahaan meliputi Alda Pendiiian dan perubahan terakhir yang
telai terdaltar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi
kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidanS usaha perusahaan
tanggal.-........... ;

2. Nomor Pokok wajib Pajak Nomor .................

3. Surat Izin TeDpat Ussha Nomor ..........tanggal

4, Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan
kabupaten /kota dari Bupati /Walikota......,..,Nomor...........tan99a1.........;r)

5. Rekomendasi ke3esuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan
Provinsi dari Gubernur.......... Nomor.............t4n9ga1.........;"*l

6. Izin lokasi dari Bupati yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi
dengan skala l:1OO.OOO etau 1:5O.OOO (cetak peta dan file elektronik)
sesuai dengan Peraturan perundanS-undartSan.;

7. Surat Pernyataan Jaminan Pasokan Bahan Baku untuk lndustri Pengolahan
Pf....,.Nomor .....tan8ge.I..........den Surat Pedanjian Jarainan Pasokan
Bahan Baku Industri Pengolahan antara PT....dengan .....Nomor
... . ... .Tangga.. . ;

Menetapkan

KESATU
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8. Rencana kerja pembangunan usaha industri pengolalan hasil p€rkebunan
Pr........;

9. Izin Lingku gan Bupati Nomor ........... .. tan99a1......... .;

10. Surat Pemyataan Dircl.tur Pf........untuk melaksanakan kemitraEn
dengan Peiebun, Karyawan dan masyarakat sekitar Perkebunan Nomor

. 1an99a1............

XEDUA : Jenis usaia dalam IUP-P adalah :

1. Jenis Tanaman
2. Luas areal Netto

........tangga1 ..........
3. Lokasi

a. Desa
b. Kecamatan
c. Kabupaten
d. Provinsi

4. Kapasitas lndustn
Pengolahan:

5. Pemenuhan ba}lan
Ba&u deng€n caru

ha berdasarkan Izin l-okasi Nomor

KETTGA

KEEMPAT : Izin Usaha Perkebun€n (IUP P) berlaku selama perusahaan masih
melaksanaken kegiatannya sesuar dengan baku telmis darl ketentuan

Perundang-undangan.

KELIMA:DalamhalPerusalaantidakmelaksanakankewajibansebagainanadimaksud
pada Diktum I(ETIGA, IUP-P dicabut'

I/I.................wajib mentaati ketentuan sebagai beikut :

1. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dar sistem pembukaan
la.han tanpa bakai serta pengendalian kebalarar;

2. Menerapkan teknologi pembukaan lalan tanpa bakar dan mengelola

sumber daya alam secara lestari;
3. Memitki sumber daya manusia, salana, prasarana dan sistem

pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPI);

4. Menerapkan Analisis Mengenai Dampat Lingkungan (AMDAL), atau U!-aya

Pengeloiaaa Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkullgan (UPL)

sesuai peraturan perundang_undangan;

5. Menyampaikan peta digital lokasi IUP-B atau IUP skala 1:1oo.000 atau
l:50.oOO (cetak peta dan lile elektronik) disertai dengan koordinat yang
lengkap
se;ai_dengan peraturan perundang_undangan kepada Direktorat Jendeml
yang membidangi perkebunai dan Badan InforrEasi GeosPasial {BlG};

6. Memtasilitasi pembangunan kebun masyaratat bersamaan dengan
pembangunan kebun perusahaaa darr pefibangunan kebun masyarakat
disetesaikan paling lama dalam vraltu 3 (tiga) tahun;

7. Melalukan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitai;
dan;

8. Melaporkan perkembangan usaha perkebunan kepada Pemberi izin- secara

berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dengan tembusan kepada Menteri
Pertanisn dalam hal ini Direkur Jenderal yang membidangi perkebunan
dan gubernur atau bupati/ walikota. ""**);

9. Menyetesaikan proses perolehan hak atas tanah s€suai peratura'r
perund€ngundangan di bidang pertanahan;

10. Mercslisasik€n pembangunan kebun dan/atau unit penSolahan s€suai

dengan studi ketayakan, baku telods, dan pemturan perundang_undangan;

11. Melakukan penjualan saham kepada koPerasi pekebur setempat paling
renda! 5olo p^a. ttfr,rt ke-s darr secara bertahap mefljadi paling rendah
30% pada tahul
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KEENAM : Neputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DitetaPkan di Muara Enim

Pada tanggal,

BUPATI MUARA ENIM

SALINAN (eputusan ini disamPaikan kepada :

1. Bupati.
2. Direl.tur Jenderal Perkebunan.

BUPATI MUARA ENIM,

Dto

AHMAD YANI
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IAMPIRAN V
PEMTURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR 7 TAHUN 2018
TE}TTANG IZIN USAHA PERKEBUNAN

BUPATI MUARA ENIM
PROV1NSI SUMATERA SEI,ATAN

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR : ....................

TENTANG

IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP}

Pr""'
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

BUPATI MUARA ENIM.

a. bahwa sesuai denga, perrnohonan Saudara Nomor ....... Tan9ga1...........
perihal Permohona-n Izin Usala Perkebunan 0UP) I'T................;

b. balr{ra sesual dengar persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Menteri Pertanian Nomor ..'..tentang Pedoman Periziflan Usaha Perkebunan
telah memenuhi syarat untuk diberikan Izin Usaha Perkebunan (ruD;

c. bahwa berdasarkan pertimbangai tersebut di atas, perlu Benetapkan IUP

PI.............,dengan KePutusan Gubernur/Bupati/Walikota.....

I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;

2. ............-........:
3. dst.........-.....;

MEMUTUST(AN :

Memberikan Izin Usaha Perkebunan (IUP) kePada PL...... yang telah memenuhi
percyaratan :

1. Prolil Perusahaan meliputi Alda Pendirian dan perubahan terakhir yang
telah tedaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasl Manusia, komposisi
kepemilik€n saham, susunal pengurus dan bidaag usaha perusahaan
tan8gal. . . ... ... . .. .;

2. Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor ...... . . .. .I

3. Surat Izin Tempat Usaha Nomor ....... ..tanggal ... . .;

4. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan
kabupaten/kotadariBupati/Walikota........Nomor.........tanggal...- ;*);

5. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaa.n Pembangunan Perkebunan
P.ovinsi dari Gubemur-......... Nomor.............tanggal.. ..... ;**);

6. Izin lokasi dari Bupati ysng dilengkapi dengan peta digital calon lokasi
dengan skala 1:1OO.OO0 atau l:50.OOO (cetak peta dan file elekronik)
sesuai dengan peratumn perundang_undangan-;

7. Pertimbangan telmis ketersediaan lahan dari dinas yang membidangi
kehutanaD; ***);

8. Jaminan pasokan bahan baku dari kebun milik sendiri dan kebun
masyarakat;

9. Rencana kerja pembangunan kebun P-I.........(t€rmasuk rcncana {asilitasi
pembangunan kebun masyarakat sekitar);

10. Izin Lingkungan Bupati Nomor....tanggal.....;

Menetapkan

I<ESATU
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11. Sumt Pemyataan Direktur PI..-...................... tentang kesanggupan PT.
....-,.,..,...... untuk :

a. memiliki sumtter daya manusia, sarana, prasarana dan sistcm untuk
melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPI);

b. memiliki sumber daya manusia, sarana! prasarona dan sistem untuk
melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian
kebakaran;

c. memfasilitasi pembangunan kebun masyamkat sekitar yang dilengkapi
dengan rencana kerja dan rencana pembieyaan; dan

d. melaksanakan kemitman dedgan p€kebun, karyawan dar masyarakat
sekitar perkebunan.

12. Surat Pemyataan dari Pf. ........- bahwa status Perusahaan Perkebunan
sebagai usaha mandiri atau bagisn dari Keloflpok (group) Perusahaan
Perkebunan b€lum menguasar lahan Inelebihi batas paling luas yang
diatur dalam Peraturan Mcnteli Pertanian tentang Pedoman Perizinan

Us3ha Perkebunan-

Komoditi yang diusahakanXEDUA

KETIGA

dalam IUP adalah :

.....................';

KEEMPAT

XELIMA

1. Komoditas
2. Luas areal Netto

........t6n9ga1 ..........
3. tokasi

A. Desa
B. Kecamatan
C. Kabupaten
D- Provinsi

4. Kapasitas Unit
Pengol,ahan

ha berdasarkan Izin Irkasi Nomor :

Pf.-..--........-..wajib mentaati ketentuan s€bagai berikut :

l Memiliki sumber daya ma.nusia, sErrana, prasarana dan sistem p€mbukaan
lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;

2. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa balar dan mengelola sumber
daya alam secara lestari;

3. Memiliki sumber daya manusia, sarena, prasarana dan sistem pengendalian
organisme pengganggu tanaman (OP/I);

4. Menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAI-), atau Upaya
Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)
sesuai peraturan perundanS-undangan;

5. Menyampaikan peta digital lokasi IUP-B atau IUP 6kala 1:100.000 atau
1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang
tengkap
sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada Direl{torat Jenderal
yang membidangi perkebunan dan Badan lnformasi Geospasial (BIG);

6. Memfasilitasi pembangulan kebun masyarakat bersamaan dengan
p€mbangunan kebun perusalEan dan pelnbangunan kebun masyarakat
diselesaikan paling lama dalam waldu 3 (tiga) tahun;

7. Melakukan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masya-rakat sekitar;
dan;

8. Melaporkan perkembangan ussla perkebunan kepada pemberi izin secara
berkala setiap 6 (enam) bulan sekali denSan tembusan kepada Menteri
Pertanian dalam hal ini Direktur Jenderal yang membidangi perkebunan
dan gubemur atau bupati/watikota.*'**);

9. Menyel*aikan proses pcrolehan hsk atas tanah sesuai peraturan
perundangundangan di bidang pertanahan;

10. Merealisasikan pembangunan kebun dan/atau unit pengolahan sesuai
dengan studi kelayakan, baku teknis, dan peratumn perundang-undangan.

lzin Usaha Perkebunan (IUP) berlaku selama perusahaan masih melalsanakan
kegiatannya sesuai dengan baku teknb daD perlrndang-undangan.

Dalam hal Perusahaan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud
pada Diktum KETIGA, ruP dicabut.



KEENAM : Keputusan ini mulai berla]<u pada tanggal ditetapkan.

pada tanggal,

BUPATI MUARA ENIM

Ditetapkan di

BUPATI MUARA ENIM,

Dto

AHMAD YANI

SALINAN Keputusan ini disarnpaikan kepada :

2. Direl,.tur Jenderal Perkebunan.



LAMPIRAN VI

PERAIURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR 7 TAHUN 2018
,IENTANG IZIN USAIIA PERKEBUNAN

KAPASITAS PALING RENDAH
USAHA INDUSTRI PENGOI.AHAN HASTL PERKEBUNAN

YANG WAJIB MEMIUKI ruP-P

No Komoditas IGpasites Produk

l 3

I Kel,apa Sawit
5 ton TBS per/jam CPO, ittti sEaril balmkenel),

tandan kosong, canakang,
serat fiAerr, sludge

2 Teh
I ton pucuk scga.r per/hari Thc Hijau

10 ton pucuk s€gar per/hari The Hitam

Tebu
1.0O0 ton Tebu per/hari (ton
cane day/ TCD)

Gula IGistEt Rrtih

BUPATI MUARA EMM,

Dto

AHMAD YANI
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I,AMPIRAN VII
PERATURAN DAEMH KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR 7 TAHUN 2018
.IEI,ITANG IZN USAIIA PERKEBUNAN

SURAT PER.JANJIAN KEMITRMN PENGOLAHAN BERKELANJUTAN
INDUSTRI PENGOI"AIIAN

Pada hari ini............. tangga1.......... tahun......-..-.. bertempat di... ." " - , kami yang bertanda

tangan di bawah ini:
Nama :.,.........,,,..,,.,...... .

.labatan
Alamat

Bertindak untuk dan atas narna PI. ...... .. .......yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU'

Naf[la
Jabatan : ....... ... .............. .....
Alamat

Bertindat untuk dan atas najna .......-.... (koperasi perkebunan) yang selianjutnya disebut PIHAK

KEDUA.

Selanjutnya atas dasai kesepakatan bersama' para p,hak dengan ini sepatat untuk membuat perjanjian

pasokan ba.I.a,Il bal<u dengan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

IIAK DAN KEWAJTBAN

11) PllrAK KESATU mempunyai kewajiban:
a.menerimabahan_bakudaripihalkeduayangvolume,mutu,frekuensidanwaktunyasesual

dengan kesepakatan;
u. melit'r*an iemb"y.ran kepada pihat kedua sesual dengan harga, volume, mutu, dan walrhr

yang telah disePakati bersama

". 
L".i-"-""-" dengan bupati/walikota memberikan pembinaan teloik budidaya, teldik dan
penetapsn w;ktu pemanenan, pengenalan kualitas, penanganan pascapanen," dab'

(2) PIHAK XESATU memPunyai hak:
a.rBenola}bahanuakuvalgdikirimtanpihakkeduaapabilatida'ksesuaidelganmutu'yarrgtelah

disepakati;
b. mendapatkaa mutu bahan balu yang sesuai dengan yang telai disepakati;
c.,.....,........................'.....

(3) PtHAr rEDUA memPu Yai kewajiban:

a. memberikan bahan ba]<u kepada pihat pertama yang volume, mutu, frekwensi dan waktu
pengiriman sesuaidengaikesePakatan;

U. inetit'1*an teknik budidaya yang sesuai dengan baku telmis sehingga memperoleh kualitas
bahan baku Yang baik;

c. melakukan panen pad; waktu yang tepat dan sesual dengan teknik pemanenan yang b€nai;

d. ......................................

l4l PIHAK KEDUA memDunyai hal:
s. menerifla pembayaran dtu_i pihak pertama sesuai dengen harga, volume, mutu dan wattu yang

telah drsepakatr bersama;
b. mendapa&an bimbingan dari pihak pertama tentang teknik budidaya, tekrik dan penetapan

waknr peEaneflatr,pengenalankualitas,Fieoangananpascapanel;
c. .....,.,................-...........

Pasa] 2

SANKSI

(1) Apabila PIHAK KESATU tidal< melaksanakan kewajiban sebagaimana dimal<sud dalam Pasal 1 avat
' 

(1), ma}a.................. (ditentukan bersama oleh para pihald'

tZt irfiatifa pIHAK KEDUti tlda1 melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalan Pasal 1 ayat- 
1i;, mafa....-...... (ditentukan belsama oleh para pihak)'
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Pasal 3

MASA BERIAKU

Pe{anjian ini berlaku paling kurang selama 10 {sepu}uh) tahun dan dapat ditinjau kembali paling

singkat setiap 2 (dua) tahun sesuar dengan kesepakatan.

Pasal 4

Evaluasi atau penitaian ulang terhadap (harga, mutu, dsb) dilakukan secam berkala setiap .' '
bulan/tahun sekali.

Pasal 5

(disesuaikan dengan kebutuhan)
Pasal -.. ...

PEI{YELESAIAN SENGKE"TA

(t)PenyelesaiansengketaysngmunculantelaPIHAXKESATUdanPIHAKKEDUAdilakukansecara
musyawarah.

(2) Apabila penyelesaian secara Erusyawarah antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA tidak berhasil
' ' dilald;, maka ditakukai penyelesaian dengan mehbatkan pihak Pemerintah kabupaten/kota

sebagai mediator.
(3) Apabila penyelesaian dengan Eediasi pihak pemerintah kabupaten/kota tidak berhasil dilakul€n'
'' ,ti.t" iit.t.rtott penyelesaian melalui Pengadilan Negeri . ."" """" " sesuai peratumn

perundang-undangan.

Pasal .....

PENUTUP

Hal-halyangbelumcukupdiaturdalaokesepakataniniatandiaturkemudiansesuardengan
kesepakatan Para Pihal<.

Demikianlal perjanjian ini dibuat dalam tiga rangkap beameterai cukup, masingnasing pihak mendapat

""i" 
.*.gf"p V"ire L-.anya memiliki kekuata$ hukum vang sama dan ditandatangani oleh para pihak

dengan diketah ui oleh bupati/walikota.

Para piha-l<:

PIHAKKEDUA PIHAK KESATU

Mengetahui,
Kepala Dinas........

BUPATI MUARA ENIM,

Dto

AHMAD YANI



LAMPIRAN !{II
PEMTTJRAN DAEMH KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR 7 TAHUN 2OIA

TEMANG IZIN USAHA PERKEBUNAN

BATAS PALING LUAS PEMBERIAN IUP-B UNTUK 1 (SATU) PERUSAHAAN

ATAU KELOMPOK (GROUP) PERUSAHAAN PERKDBUNAN

Taneman
Batas Palingluas

(ha)

1 2 3

I Kelapa 40.ooo

2 Karet 20.000

3 l<opi 10.000

4 10.000

Jambu Mete l0.o0o

6 Lada 1.000

7 Cengkeh I .OOO

a Kapas 20.000

BUPATI MUARA ENIM,

Dto

AHMAD YANI



I,{MPIRAN D(

PERIffURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR 7 TAHUN 2018
'TENTANG IZIN USAHA PERKEBUNAN

BATAS PALING LUAS PEMBERIAN Il,.P UNTUK 1 (SATU) PERUSA}IAAN

ATAU KELOMPOK (GROUP) PERUSAHMN PERKEBUNAN

Nomor Tanaman Batas Paling Luas
(ha)

2 3

1 Kelapa Sawit 100-ooo

2 20.000

3 Tebu 150.000

BUPATI MUARA ENIM,

Dto

AHMAD YANI


